o
T e .

Sy
¢

“{ Menimbang

w

r

‘Mengingat |

BUPATI KARANGANY AR

PROVINSI JAWA TENGAH |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23  TAHUN 2017
| TENTANG |

_ PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa berdasarkan Undang—,Undang Nomor 23 Tahun 2014
tetang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa Penyusunan Anggaran Berdasarkan
Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja,
Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar
Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal. yang

- ditetapkan sesuai dehgan Peraturan Perundang—-

undangan;

bahwa agar pendekatan berba31s presta31 kerJa mampu
‘mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis
perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Analis Standar Belanja;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun ‘1950 tentang

~Pembentukan.  Daerah-daerah  Kabupaten . dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang’

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunl1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan b-

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tar_nbahan Lembaran
Ncgara Republik Indoncesia Nomor 4355);

. ‘Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang -

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




el

e

Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); :

. Undang-Undang Nomor = 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik'_
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana .
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem.
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4585 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2006
Nomor = 25, Tambahan Lembaran Negara Republik‘
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan - Daerah -
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS
STANDAR BELANJA. :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

A Dalam Peraturan Bupati ini yang dlrnaksud dengan o
Pemerintah  Daerah  adalah ~ Bupati Kabupaten
o Karanganyar dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten‘ '
j ~Karanganyar. : v T
. Bupatl adalah Bupatl Karanganyar S . i
. }Anahsls Standar Belanja, yang selanjutnya dlsmgkat ASB:
© adalah Standar yang . digunakan = untuk Penilaian = )
*  Kewajaran atas Beban Kerja dan Biaya yang dlanggarkan. e
" dalam RKA Perangkat Daerah untuk rnelaksanakan suatu--_; el
~ kegiatan. . = : : TR
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah R
~ . dalam penyelenggaraan Pemermtahan Daerah selaku'
. pengguna anggaran/barang - o o
. Rencana Kerja dan Anggdran Perangkat Daerdh yang
. :g’selanjutnya dlsmgkat 'RKA  Perangkat = Daerah adalah .
~ Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi. =~ -
. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggarani‘ B
o _‘_‘.yang dlperlukan untuk melaksanakannya o
. Tim Anggaran Pemermtah Daerah - yang selanjutnya SRR
- disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris . -
' Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, = =
. PPKD dan PeJabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang . . -
~ mempunyai_ tugas menylapkan ~dan  melaksanakan - L
'kebgakan kepala daerah dalam rangka penyusunan E

. APBD.

7. Pengguna Anggaran : adalah Pe_;abat Pemegang?’ SETR
. Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan:f' e
~tugas - pokok dan fung31 Perangkat Daerah yang el
- dipimpinnya. - - oo . B

. Pengguna Barang adalah Pe_]abat Pemegang Kewenangan"”}f:
. Penggunaan Barang Milik Daerah. o S

Belanja Daerah - adalah - Kewa_}lban Pemermtah Daerah':’f“ Vit

~ yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih. R

0. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dlsmgkat KUA])_

- adalah dokumen - yang =~ memuat Kebijakan = Bidang
~  Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta. asumsi yang-

-~ mendasarinya untuk perxode 1 (satu) tahun. R
1. Prioritas  dan Plafon = Anggaran ‘Sementara yang PR

- selanjutnya dlsmgkat PPAS merupakan Program Prioritas =

.- dan Patokan Batas Makmmal Anggaran yang penyusunan]fj‘ B

- RKA Perangkat Daerah. . D

. Rencana Kerja - Pernermtah Daerah yang selan_]utnya L

. disingkat - RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah: SRTA

- untuk periode 1 (satu) tahun. . T
. Deskripsi Kegiatan merupakan Pengertlan Penjelasan dan RN

~batasan dari Kelompok/grup kegiatan yang mempunyai =~

. karakteristik yang sama. Persamaan Penghntungan Total -

..~ Belanja Keglatan merupakan metode yang dlgunakan

e untuk Menghltung Total Belan_]a dar1 Keglatan keg1atan



‘mempunyal karakter1st1k yang sama.

. pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup
" kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

"'15.]Pengenda11 Belanja merupakan faktor-faktor yang mem1cu
- biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. :

16 ‘Satuan Pengendali Belan;a Tetap merupakan belanja yang: N
. 'n11a1nya tetap untuk melaksanakan satu keglatan

~ BaBI R
RUANG LINGKUP MANFAAT DAN TUJUAN
- ANALISIS S’I‘ANDAR BELANJA ‘

Pasal 2

?.fyang termasuk dalarn kelompok/ grup keglatan yang o

1. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belan_]a berlslkan rincian ‘
' Obyek ‘Belanja yang d1perkenankan untuk Dianggarkan

(1) ASB dalam Peraturan Bupatlv ini hanya menentukanvj" o

- standar dalam pemlalan kewajaran belanja atas Anggaran

yang dlajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan”

L sebuah keglatan : : : o
. (2). ASB sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tldak mengatur._
- standar dalam pemlauan kewajaran beban kerja terhadap
o suatu Keglatan yang dlanggarkan oleh Perangkat Daerah '

S - Pasal3 | e
(1) ASB . sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)' '
e .mempunyal kegunaan sebaga1 berikut: R

a. sebagai’ standar oleh TAPD wuntuk mengeva}uasr

ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;

" Perangkat Daerah,

',_:vc.:;,sebagal standar pada fung31 penyusunan anggaran
 (RKA Perangkat Daerah)

i ‘f:i(2) ) Sebaga1 - standar penyusunan Plafon anggardn
S sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi |

~ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan

" pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS. o
OR Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggara.”*

‘Dokumen ASB  berguna ~ sebagai  pedoman dalam
‘. - ‘mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis

. untuk tlap tlap keglatdn

Pasa14

. . untuk pengendallan anggaran dalam rangka menjamin bahwa.
KA anggaran yang dltetapkan merupakan anggaran yang efisien
S .dan ekonomls ' - :

- kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan

~ b. sebagai standar Penyusunan Plafon -Anggaran o

‘perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan

. jumlah rupiah plafon untuk tiap kegzatan yang tercantum - .

sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka .
.~ menyusun anggaran ‘sehingga -Perangkat =~ Daerah

belanja dan jumlah (besaran) ruplah yang dlperkenankan:'_ o

"ASB sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertuJuan o



o ;ASB sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdm o :
dari @ . ST S . o
‘deskr1p31 kegxatan, s
persamaan penghltungan total belanja keglatan
o batasan alokaSI rincian obyek belanja -

@

_. :(1) |

o

BAB III
MUATAN ASB
Bag1an Kesatu

Umum o

Pasal 5

: Baglan Kedua
Deskr1p31 Keglatan

Pasal 6

Deskr1p31 keglatan sebagalmana dunaksud dalam Pasal 5 R
~ - huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan[ff o
- dari - kelompok/grup keglatan » yang mempunya1 ENCAA
| ",karakterlsuk yang sama. ' EUER
Deskripsi keglatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
~ © tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tak
’ terplsahkan dari Peraturan Bupati ini. o
Pemberian nama kegiatan - yang dlanggarkan dalam RKA:' o
© Perangkat Daerah harus sesuai dengan -batasan
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan g
IR :bagxan tak terplsahkan darl Peraturan Bupau ini. L

: : | Baglan Ketlga v TR
Persamaan Penghxtungan T otal Belanja Keglatan L

Pasal 7

_Persamaan perhxtungan  total belanja ' kegiatan*z,? o
'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan - -
' metode yang dlgunakan untuk menghltung total belanja -
- dari keglatcm yang termasuk ‘dalam kelompok/grup;_ ;'{_.-'
. kegiatan yang mempunya1 karakteristik yang sama. . .o
Jumlah total “belanja yang dlanggarkan untuk keglatan:' L
'~ yang termasuk dalam  satu kelompok/grup yang =~
“mempunyai kdrakterlstlk yang sama tidak boleh meleblhlf'.f ST
- dari- total - belanja - yang dihasilkan dari: persamaan . .
~ pengitungan total belanJa keglatan sebagatmana dlmaksud R
- dalam PasalShurufb e e
‘Contoh penggunaan persarnaan perhltungan total belanja;i
: :_,keglatan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf-b- - - -
© tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tak o
. terplsahkan dar1 Peraturan Bupatl ini. | R

Baglan Keempat

o : : Batasan Aloka51 Rmcxan Obyek Belanja Ll




S ms

Pasal 8

Batasan aloka31 Rincian Obyek Belanja sebagalmana' R
C ‘dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ berisikan rincian obyek -
. belanja yang dlperkenankan untuk dlanggarkan pada RKA

-~ Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/ grup keg1atan '

S yang mempunya1 karakterlstlk yang sama. - S
Rincian obyek belanja yang dlperkenankan sebagatmana‘
.>:>...'d1maksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata- =

- rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total
.belan_]a yang d1perbolehkan untuk dlanggarkan untuk tlap .

rincian belan}a dari tiap kegiatan.

~Batasan “alokasi rincian- obyek belanja sebagalmana[_

S dlmaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana

e ‘dlmaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang = .
merupakan bagxan tak terplsahkan dari Peraturan Bupatl B

- inid.

R )l Rincian obyek' tlap keglatan yang dlanggarkan dalam RKA o
. Perangkat Dacrah tidak boleh di luar dari rincian obyek . -
- belanja yang tercantum: pada. batasan alokasi rmcalan’_';_’. '

- - obyek belanja sebagaxmana dimaksud pada ayat (1).

: Perangkat Daerah dapat mcnganggarkan rekening belan_;a" sl
~ di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada =
- ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari .
L Sekretarls Daerah sebagal Ketua T1m Anggaran Pemermtahlfif
‘Daerah. : : S : : e
Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebxhx e
J persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap .
. rincian obyek, dengan - syarat . persentase jumlah obyek
_belanja - dan - induk - dari - rincian obyek belanja tidak

" melebihi dari ‘persentase yang telah ditetapkan pada

" Batasan Alokasi - Rincian - Obyek Belan_]a sebagalrnana T

f“dlmaksud pada ayat (2)

Perangkat ‘Daerah dapat menganggarkan meleb1h1
-persentase jumlah ruplah yang diperkenankan untuk tiap - T
_rincian - obyek - sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase";’f o

o ~yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek

Belanja sebagalmana dimaksud pada ayat (2), apabila telah e o
- mendapat persetujuan dari = Sekretaris Daerah sebaga1 R
Ketua Tun Anggaran Perangkat Daerah '

s BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

"Pada saat Peraturan Bupatl dltetapkan sem'ua-v S
-';peraturan perundang-undangan yang ‘berkaitan dengan- ..
- standar’ satuan harga yang berlaku di lingkungan
* Pemerintah Daerah sepanjang tldak bertentangan dengan BT
“Peraturan Bupati ini dmyatakan tetap berlaku ' DR
‘Dalam hal ‘terjadi perubahan harga yang tercantum pada '
. Standar Harga Barang dan Jasa di hngkungan Pemerintah -

o Daerah, maka dllakukan penyesualan Indeks Analisa

~ Standar Belanja yang . besamya dltetapkan oleh Tlm}
Anggaran Pemermtah Daerah = o v .



BAB V o
KETENTUAN PENUTUP

T Pasal 10 : S
BRMREE "Pada saat Peraturan Bupat1 ini mulal berlaku Peraturan-‘

'Anahsa ‘Standar. Belan_]a (ASB) ' (Berita Daerah Kabupaten
SR Karanganyar Tahun 2008 Nomor 4) dlcabut dan dmyatakan.
e j”itldak berlaku T TR e . P

el e Pasalll R . o
o Peraturdn Bupatl m1 mulal berlaku pada tanggal d1undangkan :

o u,}"dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

- o  BUPATI KARANG

- Diundangkan d1v Karanganyar
_v_v."pada tanggal \$ gee&ambet 8@\? G T
 SEKRETARIS ERAHKABUPATENKARANGANYAR

s ERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 17 NOMOR 85

B "f’-':.:.fBupatl Karanganyar ‘Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman - -

{;”Agar o setiap' 'brarig ':-‘"mengetahuinya, memerintahkan:ff B
"pengundangan Peraturan. Bupat1 ini dengan penempatannya SERNN :

: Ditetapkan di Karaﬁgaﬁyaf A ;; L
~ pada tanggal \S S‘sq-&emhsr ao('}

’,,‘.JULIYATMQ‘NO"" R



LAMPIRAN :

‘ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 83 TAHuo a0(%
TENTANG

PEDOMAN  ANALISIS  STANDAR
BELANJA -

'ANALISIS STANDAR BELANJA |

L Pemeliha;aan Rutin/ Bérkala Gedung Kantor

Deskrlpm : : _
Pemehharaan rutin/ berkala gedung kantor adalah keglatan dalam rangka
meWUJudkan gedung perkantoran dalam kondisi baik. :

Pengendah belanja @st dnver}_
. Luas Gedung

: Rumus~ Penghltungan ‘Bélani'a Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
Y = 39.826.033 + (232 X Luas Gedung).

Belanja yang dlkeluarkan ‘adalah belanja pemehharaan gedung dan belanja »
- matenal L - :

L : Jenis Beldnja dalam Pemeliharaan Gedung

Nc‘v)»; R Jenis Belanja % | Maksimal | .Minimal

1. |Belanja pemeliharaan gedung 59,22 | 62,181 - 56,259

2. | Belanja material ' : 40,73 42,8085 38,7315
Total : v 100 - 105 95

- 2 .Pémelihéféén Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

M_ .
: Pemeliharaan Mobil dan Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 merupakan,
~ kegiatan - rutin SKPD ‘dalam rangka memperlancar tugas SKPD, berupa
g pembayaran STNK, servis rutin berkala, pembelian bensm rutln dan pergantlan
o sparepart atas kerusakan. .

Pengcndah belama (cost drwer}
e Jumlah mobil dan kendaraan bermotor roda 2
 Jumlah mobil dan kendaraan bermotor roda 4




Rumus Penghitungan'BélanLTotal .

Belanja Tetap + Belanja Variabel : ‘ '
Y = Rp. - 4.639,626 + (Rp. 19.756,291 x Jumlah kendaraan roda empat) +
(3.725,064 x Jumlah kendaraan roda dua)

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

E , ‘ " Persen tas‘e _ Persentase Persentase
No ~ Jenis Belanja Alokasi Belanja Al(?k.a si Belanja | Alokasi Bela?a
: . Rata-rata Minimum (5%) | Minimum (5%)
= : " {Batas Bawah) (Batas Atas)
1 Belan_]a Bahan 46,89 44,55 49,23
~| Bakar/Gas/ Pelumas
2 | Belanja Perawatan 18,20 17,29 19,11
| Kendaraan Bermotor
lainnya :
3 Belan_]a Bahan Habis 0,39 0,38 0,41
- Pakai lainnya v
4 | Belanja Suku Cadang 21,65 20,57 22,73
5 | Belanja Jasa KIR 0,15 0,14 0,16
6 | Belanja Surat Tanda 4,56 4,34 4,79
-1 Nomor Kendaraan, dan '
| Belanja Bea Balik Nama
kendaraan Bermotor i
7 | Belanja Jasa Servis 8,15 7,74 8,56

: "'v"'.':DCSkI'lQSI

3 pemgﬁharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan rutm/berkala perlengkapan kantor mcrupakan kegiatan rutin
~ dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dalam

dispenser,

* Pengendali belanja (cost driven :

e ~Jumlah Barang per tahun

* Rumus Peingmtu’ngan Belanja Total :

Y= 11.230. 762 + 6.268 (X)

}Belarija Tetap + Belanja Variabel

'-Batasan AIokaSl Obyek Belanja dan Pengendah Belanja

- rangka menunjang kmerja SKPD. Yang Dimaksud Perlengkapan adalah AC,
o pompa air, genset, kulkas, karpet, korden, umbul, taplak, bendera,
- lemari besi/filling kabinet, vacum cleaner, sound systemn.

: Persentase
. , , Persentase .
I Persentase Alokasi Belania Alokasi
No Obyck Belanja Alokasi Belanja - i : Belanja
. o Minimum 10% .. o
Rata-rata (Batas Bawah) Minimum 10%
- , (Batas Atas)
1 j dispenser 5,73 5,15 6,30
2 {AC 13,03 11,73 14,34




'. Desknpsm
' Pernehharaan rutin/berkala peralatan kantor merupakan kegiatan pemehharaan

terhadap jenis peralatan AC, Printer, laptop dan peralatan lainnya yang dimiliki =~ =

oleh Perangkat Daerah dalam menunjang pekerjaan rutinitas kantor.

) 4, Péfnéiihéraéxi”Rutin/Berkablva Peralatan Kantor

E . ’ x Persentase
: S oL Persentase ' Alfg;:?gg:i.a ~ Alokasi
~No | :Obyek Belanja ~ | Alokasi Belanja . J Belanja
S g Al Minimum 10% .

. Rata-rata (Batas Bawah) Minimum 10%

S : v | - (Batas Atas)
3 | meubeler 7,05 6,34 7,75
- 4. | pompa air 6,42 5,78 7,06
-5 | genset - 15,35 13,82 16,89
-6 |kulkas - 1,88 1,69 2,07
- 7 | karpet 0,24 0,22 0,27

o | korden, umbul, ’ ’ o
8 taplak, bendera 0,29 0,27 0,32
9  _ 1¢mgr1,,be31/ﬁlhng 9,90 8,91 10,89
kabinet .

10 ([ vacuum cleaner 4,39 3,95 4,82
.11 | sound system 35,71 32,14 39,29

Pemeliharaan ini dalam rangka terjaganya mebelair dari kerusakan. Jenis
v pemehharaan yang dllaksanakan adalah belanja service dan belanja pembehanv
sparepart

P'engendah bélaﬁia {cost driuéﬁ

. Jumlah dan Jenls peralatan

_ Rumus Penghltungan BelanL Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel -

Y = 14. 027 923 +92.254 (X)

x Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pcngendali Bélanja

S Persentase Pers?ntase . , Pers:entasew:
‘No |- : Jenis Belanja ‘Alokasi Belanja Alokgs% Belanja AIOk:EI .Belam?
v Rata-rata Minimum Maksimum
» (Batas Bawah) (Batas Atas)
1 Belanja Servisc 69,05 65,60 72,51
. 2 |'Belanja Bahan/Matenal 30,95 129,40 32,49
) Total : 100,00 195,00 105,00




5 *f‘.fPétheuha‘raanMebéle’gf. IR

]i"DeSans A : R Sl .
Pemehharaan Mebeleur adalah keglatan dalam rangka memngkatkan kuahtas
S mebelelr (meja, kur31 sofa) dalam kOl’ldlSl balk - . . Lo e

Pengendah belan]a jcost drwer[ S
e Jumlah Mebel A

| '-'Rumus Penghltungan Belama 'I‘otal
R Belanja Tetap + Belanja Variabel . ARSIV
VY 2 783 452 6+ (l 16. 665 37 X Jumlah Mebeleur) o

':’-‘:"‘,6." : Penyusunan Laporan Capalan Kmerja dan Ikhtlsar Reahsam Klnerja Perangkat T

Penyusunan laporan capalan klner_]a dan 1khtlsar reahsaSl kmer_]a SKPD_«:?» S
“ merupakan kegiatan rutin SKPD dalam rangka rnenyedlakan Laporan Capaian . .
‘Kinerja Keuangan bulanan,. trlwulan semestcran dan tahunan penyusunanf-?
Renja LPPD R BRI : T :

Pej.endah belanla (cost dnver) _
5?-“'-‘ Jumlah dokumen yang dlsusun

17??: Rumus Penghltuggan Belan]a Total :
Belan_]a Tetap + Belanja Variabel R o o
Y =23.878. 774 + ( 112, 539 1 X Jumlah dokumen yang dlsusun)

Jenis .Belanja'dalam peny‘usunan Laporan Kmerja RIS :
CNo |t ~Jenis Belanja ~~ . | % - | maksimal | minimal -
. 1 Belanja Bahan Pakal Hab:s R 129,29 | 30 76 29,22

o2a Belanja Cetak dan Penggandaan 27,86 | 29 26 127,80

Belanja Makanan dan Mmuman | 42,84 44 98 | 42,73 .

Pelatihan dan Pendidikan dengan Menginap

';}‘Pelatlhan Menglnap adalah keglatan dalam rangka memngkatkan kapa31tas
- -yang dilakukan lebih dari 1 hari dan menginap dengan penginapan yang ldyak
.Yang termasuk Jenls pelatlhan dan pendldlkan mengmap adalah ’
a.. ‘Pelatihan SN L :
Blmbmgan Tekmk
Worksop :

Pengendall belama (cost drwer)
’. Orang AR .
_"f»FHan_. :



:; Rumus Pengh1tungan Belan]a T otal
?‘v_Belanja Tetap + Bclanja Varlabel R T T ST
Y =- 27 574 034 + (265 750 X orang) + (19 326 328 X harl) RN

e ‘-v_Batasan Aloka51 Obyek Belan_]a dan Pengcndah Belan_]a

‘No oo Jenls Belanja S Nllal-;':; | Nilai | = Nilai
b e e | Maksimal Mmlmal

;Belanja Bahan Pakal Habls ol 3,07 | 322 | 291

o Belan_]a Cetak dan Penggandaan'f B 6,17 e 6,48 5,86

.. | Belanja Perjalanan Dlnas R '.' 28,46 0| '-'24,64 | 22,29 |

1
2
3
N "Belanja Maka“an d‘m Minuman - | 11,82 | 11,88 | 1075 |
5
6

.-Ahh/ Tenaga Pelaksana

.| Belanja - Jasa - Nara%umbcr/Tenaga 520 | 546 4,94 N

7.. | Belanja Jasa Kantor ol 0,69 07301 066 B

8. | Belanja Pemehharaan S| 006 ot 006 | 006

- |'Gedung/ Gudang/ Parklr

9. | Belanja - Sewa - | Rumah/’ 10,59 | 11,12 - 10,06 .

| Peralatan Kantor =~

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan 409 | 429 | 3,88

'Dlserahkan o Kepada BEREER
/| Masyarakat/ Pihak Ketlga :

1. | Belanja - ~ Barang Yang Ak’an'v 545 | 573 | 518 |

'Belan_]a Sewa Sarana Moblhtas 067 S 0,70 0,63 - |

13. '.Belanja Pakalan kerja 00720 {0 0,75 - 068 :

' | 14. | Belanja Bahan/Matenal b a72 | 496 | 4,49

. *Pengmapan e 23 20*: 24,36 2204 |

Totalf R

‘penginapan.
A:'f‘f:» . penyuluhan ‘sosialisasi, bimbingan teknis, dan FGD (Focus Group Disscussion).

‘v"‘-';,"dan pendldlkanserta rapat mmlrnal 6 Jam

Pengendah belama (cost dnveﬁ
o Jurnlah orang L

{Pelatlhan Tanpa Mengmap adalah pelatlhan yang dlselenggarakan SKPD tanpai o
» Yang: terrnasuk pelatlhan tanpa mengmap adalah pelatlhan, rapat koordlnasl,»‘-_; P

» Pelatihan dan pendldlkan yang dlhltung dengan metode ASB adalah pelatlhan»’ ‘1



: .- +* Rumus Penghitungan Belanja Total :
. Belanja Tetap + Belanja Variabel -
~ ¥=10.363.255+ (76.858 X orang) + (966.363X han)

_Batasan Aloka31 Obyek Belanja dan Pengendali Belanja |

B L . o Nilai Nilai -
No Jenis Belanja . Nilal | Maksimal | Minimal
1. Honorarium PNS ) 0,24 0,26 0,23
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis 1,63 1,72 1,55
13. | Belanja Cetak dan Penggandaan 10,44 10,97 9,92
4. . | Belanja Makanan dan Minuman 5,30 5,56 5,03
S. | Belanja Perjalanan Dinas 22,68 23,81 21,54
6. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga 0,34 0,36 0,33
‘| - | Ahli/Tenaga Pelaksana ' . S :
1 7. | Belanja Jasa Kantor . 0,35 0,37 0,33
8. | Belanja Pemeliharaan 0,16 0,17 0,15
19. | Belanja Sewa 28,74 30,17 27,30
| | Rumah/Gedung/Gudang/Parkir S ~ = ’
10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan 10,99 11,54 10,44
| Peralatan Kantor - '
“{ 11. | Belanja Barang Yang Akan 14,67 15,40 | 13,94
- . | Diserahkan Kepada '
Masyarakat/Pihak Ketiga .
112. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,79 1,88 1,70
13. | Belanja Pakaian kerja - . 1,92 2,02 1,83
114, Belanja Bahan/Materlal 0,73 0,77 0,70
' Totai 100,00 105,00 95,00
BUPA’I‘I (ARANG YAR
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